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RUMUSAN MASALAH

1.Bagaimana politik hukum pengaturan minuman beralkohol
(minol) di Indonesia’?

2.Bagaimana implementasi  dari
beralkohol tersebut?

3.Bagaimana arah politik hukum minuman beralkohol dalam
perspektit pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan
pelaku usaha?

TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol saat
ini, efektivitas penerapannya, dan untuk merumuskan

prinsip-prinsip dan arah pembaruan pengaturan minuman
beralkohol.

KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan Praktis
Masukan bagi pemangku kepentingan dalam menentukan arah
kebijakan (politik hukum) terkait pengaturan minuman

pengaturan  minuman

beralkohol, termasuk RUU Minol yang sedang dibahas di DPR RI.

Kegunaan Akademis

Memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya yang berkaitan
dengan politik hukum, terkait hukum pengaturan minuman
beralkohol.

PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum
normatif-empiris.
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UNIT ANALISIS

Unit analisis berupa Iinstansi dan personal diantaranya:
Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok
Utara, Polda NTB, BPOMD NTB, Biro Hukum Provinsi NTB,
Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Provinsi
NTB, Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Lombok
Utara, Biro Hukum Kabupaten Lombok Utara, Akademisi dan
Pakar Hukum, Forum Komunikasi Pedagang Minuman
Beralkohol Seluruh Inddonesia (FKPMBSI), Asosiasi
Pengusaha Hotel Restauran Indonesia (PHRI), Gerakan
Nasional Anti Minuman Beralkohol (GNAM).

TEKNIK SAMPLING

Purposive Sampling.

INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

Penelitian ini memerlukan data sekunder, yang terdiri dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan data
primer, yang terdiri dari hasil wawancara dan Focus Group
Discussion.

TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang terkumpul disajikan secara kualitatif (disusun
secara sistematis sesual dengan permasalahan penelitian)
dan dianalisis secara deskriptif dan preskriptit.
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mengonsumsi minol ilegal (oplosan). Oleh karena itu, arah politik
hukum ke depan perlu mengatur masalah minol oplosan dan
tradisional.
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